
 

 

BUPATI BUTON SELATAN 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  

NOMOR :   8   TAHUN  2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  72 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 

BUPATI BUTON SELATAN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka penyesuaian anggaran hibah daerah program 
bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2019 dan pemenuhan kebutuhan 
anggaran dampak bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease  2019 (COVID 19), sehingga Peraturan Bupati  
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton 
Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu diubah; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 

5. Undang–Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang–Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5563);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  6178); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease  2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran  dan Penggunaan Dana  Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil  Pada Tahun 
Anggaran 2020; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran  2020 Dalam Rangka Penanganan  Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau  Menghadapi  
Ancaman  Yang Membahayakan Perekonomian Nasional; 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); 

21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; 

22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan 
Tahun Anggaran 2020; 

 

 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 

2020 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor  72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri atas  : 

1. Pendapatan Daerah   

a. Semula  Rp.  663.254.173.059.00 

b. Bertambah Rp.   (58.611.010.000.00) 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan  Rp. 574.643.072.059,00 

2. Belanja Daerah                                                   

a. Semula  Rp.  771.754.173.059.00 

b. Bertambah Rp.  (58.311.101.000.00) 

Jumlah Belanja setelah perubahan  Rp.  713.443.072.059.00 (-) 

 Surplus/( Devisit ) Rp. (138.800.000.000.00) 

3. Pembiayaaan Daerah 

a. Penerimaan   

1) Semula  Rp.  146.000.000.000.00 

2) Bertambah Rp.    - 

 Jumlah Penerimaan setelah perubahan  Rp. 146.000.000.000.00 (-) 



b. Pengeluaran  

1) Semula  Rp.    7.500.000.000.00 

2) Bertambah Rp.    (300.000.000.00) 

 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp. 7.200.000.000,00 (-) 

Pembiayaan Netto Rp. 138.800.000.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berkenaan Rp.   0.00. 
 

Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Buton Selatan. 

 
Ditetapkan di Batauga 
pada tanggal   28 April 2020 

 

BUPATI BUTON SELATAN, 

 

 

 

 

LA ODE ARUSANI 

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal   28 April  2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, 

 

  

 

                    LA  SIAMBO  

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 8 


